
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.14, 2012 KEMENTERIAN KESEHATAN. DAK. Bidang 
Kesehatan. Petunjuk Teknis. 

 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2494/MENKES/PER/XII/2011 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 dan 
Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan, telah ditetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang 
Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus 
Tahun Anggaran 2012;  

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 
Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2012 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5254); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.14 3 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 
Tahun 2010;  

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokas 
Khusus (DAK); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ 
Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 
tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana 
Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG 
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2012. 

Pasal 1 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 
Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 2 
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar digunakan 
sebagai acuan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam 
Pengelolaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 
Tahun Anggaran 2012. 

Pasal 3 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2011. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Desember 2011   
MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Januari 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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